KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR ?rfal TAHUN 2015
TENTANG '

PEMBERIAN [ZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDIIATUL ATHFAL
AL-MAFTUHAH KABUPATEN DEMAK PROVINS[ JAWA TENGAH

Menimbang .

Mengingat

.

W

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA LLBA
MENTER!I AGAMA REPUELIK INDONESIA,

bhahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 8 ayat (2)
Persturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penvelengearasn Pendidikan Madrasah, perlu memberkan jzin
aperasional terhadap Madrasah Swasra di lingkungan Kantor
Wilayah Kementerian Agama Provinsi Jawa Tengah;

bahwe dalum rangka meningkatkan akses pendidikan madrasalh
yang bermutu, perlu memberikan  kesempatan masyarakat
melalui orgarusasi berbuadan huliem untuk menvelengparakan
madrasah sesua dengan standar nasional pendidikan;

balwa Madrasal yang rereantum di bawah ini lelah memenuh:
persyaratan adrinistratii, Lckxnis, dan kclayakan yang teizh
ditetaplian;

bahws berdesarkan pertimbangan sebagaimana dimaksad
dalam huruf &, b den c diatas, perlu menetapkan Keputusan
Menteri Agama Republik Indonesia tentang pemberian Izin
Operasional Pendirine Ravdbatul Athfal Al-Mafiuhah Kahupaten
Demak Provins: Jawa Tengah.

Undung-undang Nomor 20 Tahun 2003 teatang Sistem
Pendidilkkar. Npsional {(lL.embaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomer 78, Tambahan Lembaran Nepara Repubiik
Indonesia Nomor £301);

Undang-undang Nomer 12 Tahun 2005 tentang Gurlu dan Dosen
[Lembaran: Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157,
Tamhsahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
Peraturan Pomerintalr Namor 19 Tahun 2005 tentang Standar
Masimial Pendidikan (Lembaran WNegara Republik [ndonesia
Tahvan 2005 Nomor 41, Tamhbahan Lembaran Negara Republik
Iniovnesia Nomer 4496} sebagaimana telabh diubah dengan
Poraturan  Pemerintah Nomer 32 Tahun 2012 rentang
Perubahan Arzs Persturan Pemerintah Nomor 19 Tahuan 2005
tentang  Standar Nasional Pendidikan (Lembaran WNegura
Republik Indunesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan
Lembaran Negara Republik lndopresia Momor 3410},

Peraturan Pemerintah Nomar 47 Tahun 2008 tentang Wajib
Belujar Pendidikas: Donar  Loiizéran Negara Republik Indonesia
Tabun 2008 Nomoe: =0 Tzimszhan Lembaran Negara Republik
[ndunessis Nomor 52827

Peratvran  Pemssioias Soomor 48 Tahun 2008 1entang

Pendenaan fendicigen (Lombaran Negara Republik Indonesia
Talnin 2008 Simor 21 Tambahan Lembaran Negara Republik

-t -



6. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang
Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun
2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17
Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan
Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5157);

8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007
tentang Standar Sarana dan Prasarana untuk Sekolah
Dasar/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah
Pertama/Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah
Atas/Madrasah Aliyah;

9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010
tentang Standar Pelayanan  Minimal Pendidikan  di
Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 23 Tahun 2013
tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional
Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal
Pendidikan di Kabupaten/Kota;

10. Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2008 tentang Standar
Kompetensi Lulusan dan Standar Isi Pendidikan Agama Islam
dan Bahasa Arab di Madrasah;

11. Peraturan  Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 206) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2012 tentang
Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam
pada Sekolah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 684);

12. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang
Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382).

Memperhatikan: 1. Nota Dinas Pertimbangan dari Kepala Bidang Pendidikan

: Memberikan [zin Opersz

Madrasah Nomor : Kw.11.2/PP.03.2/2971/2014, Tanggal 20

Februari 2015;
2. Rekomendasi dari Kepala Kantor Kementerian Agama

Kabupaten Demak, Nomor : Kd.11.21/4/PP.00/5057/2014,
Tanggal 29 Desember 2014;

- MEMUTUSKAN :

: KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG

FEMBERIAN IZIN OPERASIONAL PENDIRIAN RAUDHATUL
ATHFAL AL-MAFTUHAH KABUPATEN DEMAK PROVINSI JAWA
TENGAH. '

onal Pendirian Madrasah kepada madrasah
sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

f
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KEDUVA ...



KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

: Bagi Raudhatul Athfal setelah jangka waktu 4 (empat) tahun, Kepala

Madrasah yang bersangkutan wajib :

a. Menyampaikan laporan perkembangan madrasah kepada Kepala
Kantor Kementerian Agama yang memuat paling sedikit
perkembangan jumlah peserta didik, pelaksanaan kurikulum,
pelaksanaan pemenuhan standar sarana prasarana, dan
pelaksanaan pemenuhan standar pendidik dan tenaga
kependidikan dan/atau

b. Mengajukan pendaftaran visitasi akreditasi sekolah/madrasah
kepada BAP-S/M sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam

diktum kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/ atau hasil akreditasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua huruf b mendapat peringkat minimal C,
maka izin operasional sebagimana dimaksud dalam Diktum Kesatu
tetap berlaku.

: Dalam hal perkembangan madrasah sebagaimana dimaksud dalam

Diktum Kedua huruf a dinilai memenuhi standar pelayanan minimal
penyelenggaraan pendidikan dan/atau hasil akreditasi sebagaimana
dimaksud Diktum Kedua huruf b tidak mendapat peringkat minimal
C, maka izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum
Kesatu dicabut.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
pada tanggal of Maret 2015

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH

KEMENTERIAN AGAMA

VINSIJAWA TENGAH,




LAMPIRAN 1
KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

NOMOR "TM TAHUN 2015

TENTANG
PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN RAUDHATUL ATHFAL AL-MAFTUHAH KABUPATEN

DEMAK PROVINSI JAWA TENGAH

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERJKAN IZIN OPERASIONAL

Nama Madrasah

Raudhatul Athfal Al-Maftuhah Kabupaten
Demak '

Organisasi Penyelenggara

2 | Nomor Statistik Madrasah 101233210130 ]
3 | Alamat Madrasah Jl. Gebyok Rt 2 Rw 2
Desa Karangsari
Kecamatan Karangtengah
Kabupaten Demak
Provinsi Jawa Tengah
4 | Nama Organisasi Penyelenggara | Yayasan Al Maftuhah Karangsari
2 gl{rt; ei;lg;zg:,rgrgamsam Nomor 10, tanggal 13 April 2012
Pengesahan Akte Notaris Nomor AHU-3451.AH.01.04.Tahun 2012,

tanggal 06 Juni 2012

A.N. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA

KEPALA KANTOR WILAYAH
KEMENTERIAN AGAMA
RROVINSIJAWA TENGAH,
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